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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perdata Indonesia mengenai jaminan kebendaan atau real security
merupakan konsep fundamental yang berperan penting dalam menjamin
pemenuhan suatu kewajiban melalui pengikatan benda sebagai objek jaminan.
Definisi jaminan kebendaan meliputi benda nyata, baik benda bergerak maupun
tidak bergerak, yang dijadikan agunan oleh debitur kepada kreditur. Hubungan
hukum ini berakar pada relasi antara subjek hukum dengan objek hukum, di
mana pemegang benda memiliki hak menguasai dan menggunakan benda
tersebut untuk mendapatkan manfaat! jaminan kebendaan memiliki karakteristik
khas yang membedakannya dari jaminan personal, seperti hak pemegang
jaminan yang bersifat nyata dan dapat dijalankan terhadap pihak ketiga tanpa
bergantung pada kontrak antara debitur dan kreditur. Selain itu, benda yang
menjadi objek jaminan harus bernilai ekonomis agar dapat digunakan
menunaikan kewajiban saat terjadi wanprestasi.?

Jaminan kebendaan dalam praktiknya tidak hanya mencakup hak
kepemilikan benda, melainkan juga melibatkan mekanisme pengalihan hak,

misalnya cessie, yang mengalihkan kepentingan atas aset sebagai jaminan utang

! Dwi D Suryantoro, “Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata Bw,” LSJ
3, no. 1 (2023), https://doi.org/10.33650/1sj.v3i1.5820.
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demi memperkuat posisi kreditur saat terjadi wanprestasi.® Sistem perdata
Indonesia memberikan kepastian hukum kepada kreditur dengan menjadikan
benda sebagai objek yang dapat diandalkan untuk pengembalian kredit. Hal ini
menghubungkan konsep hak kebendaan dengan penyelesaian sengketa dan
eksekusi secara integral, sehingga karakteristik jaminan kebendaan meliputi
aspek kepemilikan langsung, nilai ekonomi, serta pemindahan hak yang
menyertainya.*

Melihat konteks hukum yang lebih luas, hukum jaminan kebendaan di
Indonesia berfungsi sebagai instrumen penting dalam transaksi bisnis dan
keuangan dengan menyediakan kepastian dan keamanan. Mekanisme jaminan
ini tumbuh dari konsep-konsep hukum perdata klasik yang diperkaya melalui
regulasi modern yang dirancang untuk memperkuat hak-hak kreditur serta
memberikan kepastian ekonomi.®> Sistem hukum Indonesia menjamin hak-hak
kreditur dan debitur melalui perjanjian kontraktual yang ketat dan mekanisme
pendaftaran jaminan kebendaan yang diatur secara nasional. Hal ini menjadi
dasar penting dalam perlindungan kepentingan kedua pihak ketika terjadi gagal
bayar. Sistem jaminan kebendaan ini menghadapi tantangan, terutama pada
pembiayaan berbasis hipotek, di mana ketidakjelasan regulasi dan pelaksanaan

mengakibatkan perlindungan kreditur yang belum optimal.® Seiring kemajuan

3 Muhammad Fazur Rohman Trisno Fazur and Dipo W H, “Kedudukan Cessie Sebagai Objek
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teknologi, bentuk jaminan pun mulai bertransformasi menjadi digital, misalnya
sertifikat tanah elektronik yang mempermudah akses dan efisiensi pendaftaran,
namun juga menimbulkan risiko hukum baru yang memerlukan regulasi
adaptif.’

Terkait konteks hukum penerbangan, regulasi kepemilikan dan pendaftaran
pesawat di Indonesia menggabungkan peraturan lama dan proses digitalisasi
guna menjamin perlindungan hukum dan mendukung pembiayaan. Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan (selanjutnya disingkat UU
Penerbangan) memberikan landasan hukum bagi pemberian jaminan hipotek
atas pesawat, baik pesawat terbang maupun helikopter, yang sangat penting bagi
kepercayaan investor asing dalam pembiayaan pesawat secara angsuran.®
Pentingnya perlindungan hukum bagi pesawat sebagai objek jaminan semakin
diakui karena dapat menurunkan biaya pendanaan di tengah kesulitan
pembiayaan nasional.® Para akademisi juga mendorong model regulasi yang
komprehensif mencakup lembaga jaminan, mekanisme pelaksanaan, eksekusi
jaminan, hingga otoritas pelaksana guna memberikan kepastian hukum lengkap

dalam transaksi pembiayaan pesawat.
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Secara hukum perdata, pesawat secara umum diklasifikasikan sebagai
benda bergerak berdasarkan karakteristik teknis dan fungsinya. Pemisahan
benda bergerak dan tidak bergerak memiliki implikasi penting terkait
mekanisme pengalihan hak, pendaftaran, dan jaminan kebendaan.!! Karena
pesawat tidak melekat tetap pada tanah, maka aturan yang berlaku berkaitan
dengan benda bergerak menjadi lebih relevan. Kebanyakan yurisdiksi mengatur
transfer kepemilikan benda bergerak melalui perjanjian kontraktual, sedangkan
benda tidak bergerak memerlukan formalitas lebih ketat, seperti pendaftaran
negara.*? Meskipun pesawat tunduk pada peraturan khusus terkait registrasi dan
pengawasan penerbangan, sifat hukumnya tetap sebagai benda bergerak. Hal ini
juga berimplikasi pada pembiayaan pesawat yang menggunakan jaminan
kebendaan berupa hipotek dengan kesulitan tertentu yang mirip dengan aset
bergerak lain.'* Dengan demikian, peraturan tentang pesawat sebagai benda
bergerak menjadi fondasi hukum yang harus dipahami secara mendalam.*

Praktik pembiayaan pesawat di Indonesia menghadapi tantangan signifikan
akibat ketidaksesuaian pelaksanaan standar internasional seperti Cape Town
Convention. Jaminan kebendaan yang diberikan dalam bentuk hipotek dan

cessie merupakan instrumen penting yang digunakan lembaga keuangan
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misalnya Bank untuk mengamankan pemberian pinjaman.t® Kegagalan
Indonesia dalam mengimplementasikan mekanisme deregistrasi secara penuh
menimbulkan risiko finansial bagi pemberi pinjaman dan kurangnya kepastian
hukum atas hak.'® Di sisi lain, mekanisme cessie sebagai transfer hak jaminan
semakin populer dan memberikan opsi kreditur untuk mengefektifkan
perlindungan melalui jalur hukum.!” Ketidakseimbangan antara perangkat
hukum domestik dan standar internasional mengharuskan penyempurnaan
dalam koordinasi regulasi dalam praktik perbankan agar keamanan hukum dan
efisiensi pembiayaan dapat terjaga.*®

Penggunaan pesawat sebagai objek jaminan kebendaan masih menghadapi
ketidakpastian hukum yang cukup kritis. Pergantian aturan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UU Penerbangan Baru)
menyebabkan hilangnya mekanisme pembiayaan yang sebelumnya diatur secara
jelas dalam UU Penerbangan (peraturan sebelumnya), sehingga menimbulkan
vakum hukum yang merugikan kreditur domestik.!® Secara internasional,
penerapan standar pengamanan aset bergerak seperti yang diatur Cape Town

Convention belum sepenuhnya diadopsi sehingga menimbulkan kesulitan dalam
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penafsiran dan pelaksanaan hak kreditur.?® Contoh permasalahan seperti
ketidakjujuran perlakuan hukum “without breach of peace” yang diterapkan
dalam Common Law, kurang diterima di Civil Law seperti Indonesia, menambah
kompleksitas harmonisasi.?! Ketiadaan perlindungan hak yang jelas pada saat
kepailitan makin memperkuat anggapan bahwa regulasi jaminan pesawat perlu
direvisi dan disesuaikan dengan praktik terbaik internasional.?

Pendekatan hukum komparatif mengungkapkan perbedaan antara sistem
hukum Indonesia dan Singapura dalam perlindungan jaminan kebendaan atas
pesawat. Di Indonesia, regulasi terkait pesawat sebagai objek jaminan masih
menyisakan kekosongan hukum, khususnya setelah penerapan UU Penerbangan
Baru yang tidak mengatur mekanisme jaminan penerbangan secara eksplisit.?
Hal ini menempatkan kreditur domestik dalam posisi lemah dibandingkan
kreditur asing yang menikmati perlindungan seperti Irrevocable Deregistration

and Export Request Authorization (IDERA).%
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Sementara kondisi kepemilikan pesawat di Singapura pun sangat beragam,
mulai dari maskapai penerbangan komersial besar, kepemilikan bisnis dengan
sistem fractional ownership, hingga kepemilikan pribadi yang diatur melalui
sistem pendaftaran formal. Kompleksitas ini mencerminkan perpaduan antara
faktor ekonomi, regulasi, dan kerangka operasional yang mengatur penggunaan
aset penuh maupun bersama.?® Maskapai seperti Singapore Airlines (SIA)
menjadi contoh terdepan dengan strategi modernisasi armada menggunakan
pesawat Airbus A350-900XWB yang memiliki kapasitas ultra-long-range,
menandai tren penggunaan teknologi mutakhir dalam kepemilikan dan leasing
pesawat.?® Model fractional ownership semakin berkembang sebagai alternatif
yang fleksibel dan efisien, memungkinkan berbagai pemilik untuk berbagi biaya
dan risiko secara proporsional, khususnya untuk kebutuhan perjalanan bisnis dan
layanan permintaan tinggi.?’

Sistem regulasi dan kerangka hukum di Singapura yang mendukung
pendaftaran serta kepatuhan kepemilikan pesawat juga sangat kuat. Regulasi ini
mengatur perjanjian leasing, pembagian biaya, dan kepatuhan yang bersamaan
dengan standar internasional guna memastikan pengelolaan kepemilikan

bersama berjalan lancar.?® Dengan demikian, lanskap kepemilikan pesawat di
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Singapura merupakan kombinasi integratif dari modernisasi armada dan model
kepemilikan inovatif yang semuanya berada dalam bingkai regulasi yang ketat
serta mendukung daya saing nasional di pasar penerbangan.?®

Dari sisi pembiayaan dan kredit, sektor pesawat dan kedirgantaraan
Singapura memiliki struktur multiaspek yang menggabungkan mekanisme
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), insentif pemerintah, kebijakan
moneter, serta inovasi teknologi. HKI, yang berada di bawah pengelolaan
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), berperan sebagai jaminan
kredit penting yang meningkatkan daya tarik pembiayaan bagi perusahaan
kedirgantaraan yang mengandalkan teknologi dan desain paten.*® Sinergi ini
menurunkan risiko pemberi pinjaman sekaligus mendorong inovasi serta daya
saing industri. Kebijakan pemerintah dengan skema insentif perpajakan yang
koncessional dan pengembangan kredit investasi juga memperluas aksesibilitas
pembiayaan, Kkhususnya untuk kebutuhan modal besar dalam pengadaan
pesawat, modernisasi armada, dan upgrade teknologi.*!

Industri leasing pesawat juga menjadi bagian esensial dari ekosistem
pembiayaan penerbangan global dan Singapura. Leasing memberikan alternatif
pembiayaan yang memungkinkan maskapai mengelola armadanya tanpa perlu

kepemilikan penuh, meningkatkan likuiditas dan rasio keuangan melalui lease
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operating yang seringkali tidak tercatat dalam neraca.3? Dengan posisi strategis
sebagai hub kargo internasional dan lingkungan regulasi yang matang,
Singapura menjadi lokasi ideal untuk aktivitas leasing dan layanan terkait.3
Hubungan hukum yang jelas antara lessor, lessee, dan perantara keuangan
mengurangi risiko sistemik serta menjadikan pasar Singapura menarik bagi
pemain leasing global.3

Struktur pembiayaan leasing yang kompleks dapat menghadapkan para
pemangku kepentingan pada risiko hukum, terutama saat terjadi kebangkrutan
atau gagal bayar, ditambah dengan tantangan dalam negosiasi perpanjangan
kontrak serta keseimbangan antara arus kas jangka pendek dan nilai aset jangka
panjang.®® Pandemi COVID-19 menguji daya tahan sektor leasing dengan
gangguan operasional dan keuangan yang besar. Tetapi, fleksibilitas kontrak
leasing membantu mitigasi risiko, sementara intervensi pemerintah Singapura
dan sistem regulasi yang kuat memperkuat ketahanan pasar.3® Dengan demikian,
leasing pesawat tidak hanya merupakan mekanisme penting untuk ekspansi
armada dan efisiensi operasional, tetapi juga mencerminkan adaptasi sektor

penerbangan pada kondisi global yang berubah cepat.

32 Vitaly S Guzhva, Sunder Raghavan, and Damon J D’Agostino, “Overview of the Aircraft
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Terkait proses pembelian pesawat, Singapura menerapkan pendekatan
strategis yang mencakup pembaruan armada komersial dan eksplorasi potensi
mobilitas udara perkotaan (urban air mobility). Singapore Airlines aktif
mengakuisisi pesawat terbaru seperti Airbus A350-900XWB yang mendukung
layanan jarak jauh serta efisiensi bahan bakar, penting untuk mengimbangi
pertumbuhan permintaan penumpang dan persaingan global.3” Proses pengadaan
ini didukung oleh kerangka kerja terpusat dan transparan yang memastikan
akuntabilitas serta efisiensi biaya, mengharmoniskan pengelolaan kontrol pusat
dengan delegasi tanggung jawab ke unit terkait.®

Dari uraian tersebut, pendekatan legislatif dan harmonisasi internasional
menjadi jalan penting. Reformasi hukum yang mengintegrasikan aturan
domestik dengan konvensi internasional seperti Cape Town Convention
diharapkan dapat memberikan kepastian dan efektivitas perlindungan kreditur.*®
Penetapan standar pelaksanaan pengambilan jaminan yang disepakati bersama,
termasuk solusi kompromi atas perbedaan Civil Law dan Common Law dalam
hal ini negara Indonesia dan Singapura, sangat diperlukan.®® Kolaborasi

antarnegara dan lembaga hukum internasional menjadi kunci dalam membangun
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kerangka hukum global yang memfasilitasi kelancaran transaksi pembiayaan
dan keamanan aset pesawat di seluruh dunia.**
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikaji

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penggolongan pesawat terbang sebagai objek
jaminan kebendaan negara Indonesia dan Singapura?

2. Bagaimana peraturan hukum di Indonesia dan Singapura memberikan
kepastian hukum terkait status pesawat terbang sebagai objek jaminan
kebendaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan penggolongan pesawat terbang
sebagai objek jaminan kebendaan negara Indonesia dan Singapura.

2. Mengetahui dan menganalisis peraturan hukum di Indonesia dan
Singapura memberikan kepastian hukum terkait status pesawat terbang
sebagai objek jaminan kebendaan.

D. Orisinalitas Penelitian
Pada bagian ini menjelaskan tentang keaslian penelitian dengan

membandingkan adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan

11
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penelitian yang penulis lakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu

sebagai berikut:

1. Serly Amanda Putri dengan judul Skripsi “Problem Hukum Hak Jaminan
Kebendaan Atas Pesawat Udara Dalam Hukum Indonesia” dari Fakultas
Hukum, Universitas Islam Indonesia (2018). Menggunakan metode
normatif dengan analisis kualitatif, berfokus pada data sekunder seperti
peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan teori hukum.
Skripsi ini menyoroti kurangnya ketentuan spesifik dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengenai jenis hak jaminan
kebendaan yang dibebankan atas pesawat udara. Untuk memahami dan
mengkaji pengaturan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara, serta
membandingkannya dengan hukum internasional dan praktik di Inggris.

2. Anodya Sangun Gagahdo dengan judul Skripsi “Perbandingan Hukum
Jaminan Terhadap Pesawat Udara di Indonesia Dengan Perancis” dari
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (2018). Penelitian ini bertolak dari
kebutuhan mendesak untuk merumuskan sistem jaminan pesawat udara
yang komprehensif dan ideal bagi Indonesia di masa depan. Guna mencapai
tujuan tersebut, fokus utama diarahkan pada kajian mendalam terhadap
pengaturan jaminan pesawat udara di Prancis. Melalui pendekatan
perbandingan hukum, di mana Indonesia berperan sebagai titik referensi
awal dan hukum positif Prancis sebagai tolok ukur pembanding, tulisan ini
mengurai secara rinci berbagai aspek krusial. Pembahasan meliputi

identifikasi jenis-jenis jaminan spesifik yang berlaku untuk pesawat udara



di Prancis, penjabaran mengenai mekanisme dan tahapan dalam proses
penjaminan tersebut, serta pemaparan mengenai prosedur eksekusi yang
ditempuh apabila terjadi wanprestasi oleh pihak debitur. Hasil analisis
komparatif antara praktik di Prancis dan kondisi yang berlaku di Indonesia
ini diharapkan dapat menyingkap celah-celah pengaturan yang perlu
diperbaiki serta mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang patut
diintegrasikan ke dalam kerangka hukum jaminan pesawat udara di
Indonesia di kemudian hari. Temuan mendasar dari studi ini adalah adanya
kesenjangan yang signifikan: sementara Prancis telah memiliki kerangka
hukum yang jelas dan terstruktur, termasuk adanya jaminan hipotek pesawat
udara yang didukung oleh lembaga pendaftaran tersendiri, Indonesia saat ini
masih bergulat dengan ketidakjelasan bentuk hukum jaminan pesawat
udara, di mana praktik yang ada terbatas pada penjaminan fidusia terhadap
bagian-bagian tertentu dari pesawat.

. Dwi Gustiani Fazsah dengan judul Skripsi “Perbandingan Hukum Jaminan
Atas Pesawat Udara di Negara Indonesia dan Inggris” dari Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia (2021). Kajian ini menyoroti kekosongan pengaturan
hukum yang signifikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan di Indonesia, khususnya terkait lembaga jaminan yang secara
spesifik dapat dibebankan pada pesawat udara. Berdasarkan temuan dari
Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, praktik yang umum
dilakukan saat ini adalah pemanfaatan Lembaga Jaminan Fidusia oleh

debitur untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara. Hal ini
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dimungkinkan karena Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia tidak secara eksplisit melarang penggunaan komponen pesawat
sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun demikian, keberadaan praktik ini
menegaskan kebutuhan mendesak akan pengaturan hukum yang lebih jelas
dan terarah mengenai jaminan pesawat udara, yang paling relevan dengan
kebutuhan spesifik di Indonesia. Untuk mengatasi kesenjangan ini dan
melakukan pembaharuan pengaturan, Indonesia perlu mengadopsi dan
mempertimbangkan praktik hukum jaminan dari negara lain, salah satunya
adalah Inggris. Oleh karena itu, skripsi ini menginisiasi sebuah analisis
komparatif hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Inggris,
dengan menggunakan metode perbandingan yang menghasilkan penelitian
bersifat yuridis-normatif. Hasil perbandingan ini mengungkapkan adanya
kesamaan, namun juga perbedaan fundamental, terutama dalam hal cakupan
objek jaminan. Di Inggris, seluruh bagian pesawat udara, baik dalam
keadaan utuh maupun suku cadangnya, dapat secara sah dijadikan objek
jaminan. Lebih lanjut, Inggris telah memiliki lembaga khusus yang
berfungsi untuk mendaftarkan jaminan pesawat udara, sebuah mekanisme
yang menunjukkan betapa peraturan di Inggris sangat mengakomodir dan
memfasilitasi pesawat udara sebagai instrumen jaminan.

. Stella Cindamora dengan judul Skripsi “Perbandingan hukum jaminan
terhadap pesawat udara di Indonesia dan Amerika Serikat” dari Fakultas
Hukum, Universitas Indonesia (2017). Penelitian ini mengupas isu krusial

mengenai ketidakjelasan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang
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Penerbangan di Indonesia, khususnya terkait lembaga jaminan yang sah
untuk pesawat udara. Saat ini, praktik yang umum terjadi adalah debitur
memanfaatkan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-
komponen pesawat, sebuah pendekatan yang dimungkinkan karena
Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia tidak secara eksplisit
melarang menjadikan bagian dari pesawat sebagai objek fidusia. Kendati
demikian, kondisi ini menggarisbawahi perlunya pembaruan regulasi
hukum jaminan pesawat udara agar lebih selaras dengan kebutuhan spesifik
Indonesia. Proses perancangan ulang tersebut, menjadi penting bagi
Indonesia untuk menelaah dan mengadopsi praktik hukum jaminan dari
negara lain, terutama dari negara-negara yang merupakan pemasok utama
pesawat udara, seperti Amerika Serikat. Dengan tujuan memberikan
inspirasi dan kerangka perbandingan, studi ini melakukan analisis
komparatif hukum jaminan pesawat udara antara Indonesia dan Amerika
Serikat melalui metode penelitian yuridis-normatif. Hasil perbandingan ini
mengungkap adanya persamaan, namun yang lebih menonjol adalah
perbedaan signifikan dalam pengaturan hukumnya. Amerika Serikat,
seluruh elemen pesawat udara, baik dalam bentuk utuh maupun bagian-
bagiannya, dapat secara sah dijadikan objek jaminan. Selain itu, Amerika
Serikat memiliki sistem kelembagaan yang memfasilitasi pendaftaran
terhadap jaminan pesawat udara. Temuan ini secara jelas menunjukkan
bahwa peraturan di Amerika Serikat sangat mendukung dan mengakomodir

pesawat udara sebagai instrumen jaminan yang efektif.
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Berikut tabel perbandingan dari penelitian sebelumnya:

No Namq Instansi/Kampus Persamaan Perbedaan
Penulis

1 | Serly Fakultas Hukum, | Masing-masing | Fokus pada
Amanda Universitas Islam | penelitian kurangnya
Putri Indonesia menyoroti ketentuan dalam

kekosongan Undang-Undang
dalam No. 1 Tahun 2009
pengaturan dan perbandingan
hukum jaminan | dengan hukum
kebendaan atas | internasional,
pesawat udara di | khususnya praktik
Indonesia. di Inggris, tidak
mengtitikberatkan
pada
penggolongan
objek jaminan.

2 | Anodya Fakultas Hukum, | Menggunakan Berfokus pada
Sangun Universitas pendekatan sistem jaminan
Gagahdo Indonesia perbandingan pesawat di

hukum untuk Prancis sebagai

mengidentifikasi | tolok ukur,

celah dalam dengan

regulasi jaminan | pembahasan

pesawat udara di | mendetail tentang

Indonesia. mekanisme
jaminan.
Penelitian ini
kurang
menekankan pada
penggolongan
objek jaminan.
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3 | Dwi Fakultas Hukum, | Menyoroti Membandingkan
Gustiani Universitas adanya praktik dengan
Fazsah Indonesia kekurangan Inggris, dengan

dalam analisis lebih
pengaturan dalam mengenai
jaminan pesawat | objek jaminan.
dan penggunaan | Penelitian ini
Lembaga tidak
Jaminan Fidusia | memfokuskan
di Indonesia. pada
penggolongan
objek jaminan

4 | Stella Fakultas Hukum, | Membahas Berorientasi pada
Cindamora | Universitas ketidakjelasan pengalaman

Indonesia dalam Undang- | hukum di
Undang Amerika Serikat,
Penerbangan yang
dan dasar menunjukkan
hukum jaminan | bagaimana
di Indonesia. seluruh elemen

pesawat dapat
dijadikan objek
jaminan.
Penelitian ini
lebih menekankan
pada aspek
hukum di negara
pemasok utama
pesawat
dibandingkan
dengan perspektif
penggolongan
objek jaminan

Pada penelitian ini penulis berupaya mengisi kekosongan hukum dan
memberikan analisis Kritis terhadap penerapan penggolongan pesawat sebagai
objek jaminan kebendaan di negara Indonesia dibandingkan dengan negara
Singapura yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan
regulasi di masa depan. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum dalam sistem
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jaminan kebendaan atas pesawat udara, mendukung iklim investasi dan
pembiayaan yang lebih transparan, serta memperkuat perlindungan hukum bagi

pelaku usaha di sektor penerbangan Indonesia.
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